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Transformasi Budaya Birokrasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA) Kabupaten Bandung Barat
Oleh:

SUHERMANUDIN
ABSTRACT

Problems in this study, namely the transformation of bureaucratic culture in realizing the vision and mission of the organization in the Office of Education Youth And Sports Bandung West Regency has not been effective. 

The research method used, that is descriptive qualitative method, is deep, in the form of written or oral words from people and observed behavior, emphasizing the development of appreciation and motivation what people do, units or organization with assumption to understand behavior Human being, understand the object being studied, draw the meaning of the ideas, attitudes and motifs related to the focus of research and researcher into the instrument or tool of this research is the researcher himself with the approach of case study method, ie Case study to be used in this study is study Cases in an organization at the Department of Education Youth and Sports Bandung West District. 

The results of research, on the transformation of bureaucratic culture in realizing the vision and mission of the organization in the Department of Youth and Sports Education of West Bandung Regency is determined by the dimension of Cultural Assessment, Cultural Gap Analysis, Efforts to influence cultural change and continue the new culture.In addition to the four factors above, Bureaucratic cultural transformation has not been fully effective in realizing the vision and mission because it is influenced by the elements of Leadership style so it is absorbed in the Dinas organization environment. However, the regional elements (Sundanese culture) have not been fully reflected and patrimonial bureaucracy patrimony culture, the closeness of the bureaucracy with the penetration of the political path. Strategy of bureaucratic cultural transformation in realizing the vision and mission of the Office of Youth and Sports Education of West Bandung regency is also determined by internal and external factors of the organization. 

Keywords: Transformation of a bureaucratic culture.
1.1. Latar Belakang Penelitian

Tugas pokok  dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hal ini merupakan gambaran pada Pemerinyah Daerah dalam yang terikat dalam administrasi pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah ditentukan oleh sumber-sumber organisasi yang berkaitan dengan birokrasi, visi, misi, perilaku aparatur, pendanaan, metose sistem, karakteristik organisasi  sebagai wujud nyata sebagai daya dukung organisasi serta lingkungan internal dan ekternal organsasi yang turut mempengaruhi. Oleh karenya, kemampuan organisasi untuk mewujudkan pencapaian visi misi organisasi diperlukan upaya-upaya yang konstruktif melalui tranformasi budaya birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan karakeristik organisasi Pemerintah Daerahnya.  
Budaya organisasi pemerintah daerah tidak terlepas dari perilaku budaya birokrasi dalam organisasi pemerintah daerah. Oleh karenanya, budaya birokrasi organisasi pemerintah daerah yang akan  diwujudkan mendorong terwujudnya bentuk visi misi organisasi  secara ideal. Demikian pula budaya birokrasi organisasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan bagian penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki visi dan misi serta tujuan untuk mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Adapun visi dan misi tersebut, yaitu: “BANDUNG BARAT CERMAT” Bersama Membangun Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Kawasan Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan”.

Visi tersebut diatas memiliki makna, yaitu”

Cerdas; Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di kabupaten bandung barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing, 

Rasional; Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk didalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur, 

Maju; Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu kabupaten bandung barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan,

Agamis; Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,

Sehat; Mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik,

Agroindustri; Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di kabupaten bandung barat melalui diversifikasi hasil-hasil pertanian,

Wisata ramah lingkungan. Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, dengan menetapkan visi sebagaimana berikut: “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat Yang Cerdas Melalui Pendidikan Yang Berkualitas Dan Terjangkau”. 
Cerdas; Merupakan salah satu komponen dari visi Bupati Bandung Barat yaitu bagian dari “CERMAT”. Mengandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat mempunyai keinginan untuk mendukung tercapaikan visi Bupati yaitu dengan menciptakan masyarakat Bandung Barat yang cerdas. Hal ini berarti bahwa melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ingin menciptakan masyarakat Bandung Barat yang berkualitas, memiliki kompetensi yang tinggi, terampil, menguasai informasi, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Pendidikan yang berkualitas; Mengandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat mempunyai keinginan untuk menciptakan system dan mekanisme pelayanan pendidikan yang mampu meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Bandung Barat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif melalui peningkatan akses dan pemerataan, mutu dan relvansi pendidikan. Sehingga mampu menciptakan SDM yang memiliki kompetensi yang cakap, mampu dan cekatan di dalam menyelesaikan tugas, pekerjaannya dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Pendidikan yang terjangkau; Mengandung pengertian bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat mempunyai keinginan untuk menyediakan layanan pendidikan baik mutu maupun sarana prasarana pendidikan yang berkualitas serta dapat dengan mudah dan murah diakses oleh masyarakat luas agar masyarakat Bandung Barat menjadi lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan melalui rintisan wajar 12 tahun; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat akan berupaya untuk terus menyediakan layanan pendidikan yang secara berkesinambungan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah dengan layak tidak hanya dalam konteks penuntasan wajar 9 tahun tetapi sudah merintis untuk menyelesaikan wajar 12 tahun.

2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat akan terus berupaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima selalu berinovasi, kreatif dan memenuhi tuntutan pembangunan sehingga mampu menciptakan SDM yang lebih produktif dan berdaya saing,
3. Meningkatkan manajemen dan tata layanan/kelola pendidikan; Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen dan memanfaatkan unsur-unsur manajemen secara efektif dan efisien serta senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabel dan responsif secara konsisten dan berkelanjutan,
4. Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga; Pembangunan pendidikan tidak lepas dari pembangunan pemuda sebagai generasi dan tulang punggung bangsa. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat akan terus berupaya membangun mental dan spiritual pemuda agar menjadi lebih kreatif dan mandiri serta mampu bersaing di berbagai even. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga pun akan terus meningkatkan prestasi olahraga di berbagai even perlombaan cabang olahraga baik tingkat regional maupun nasional bahkan internasional.
Lemahnya birokrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Bandung Barat direspon oleh berbagai fihak dikarenakan birokrasi dalam tata kelola dalam bidang penididkan dipandang tidak berhasil. Fakta empiris dalam kaitan ini, yaitu adanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STAI Darul Falah, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat berunjuk rasa di gerbang Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Rabu (2/5/12). Mereka menilai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat telah gagal dalam menyelenggarakan birokrasi organisasi dalam bidang pendidikan, bahkan terjadi praktik korupsi, protes terhadap maraknya pungutan liar di dunia pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Fakta empiris lainnya, yakni Ketua Umum PK PMII STAI Darul Falah, Nyang Nyang Munajat mengatakan, sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri 5 tahun, penyelenggaraan pendidikan telah keluar dari jalur visi dan misi daerah. Berbagai masalah pendidikan kerap muncul karena tidak sesuai dengan peraturan pendidikan.  Dalam aksi tersebut, para pedemo juga menuntut penyelesaian masalah pendidikan lainnya, seperti realisasi 100 persen anggaran pendidikan, kesejahteraan guru honorer, pemberantasan pungutan liar di sekolah, dan normalisasi pengangkatan pegawai negeri sipil (http://www.pikiran-rakyat.com/node/186981. Rabu, 3 Sep, 2014 10:11:28 PM).
Transformasi budaya birokrasi organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Bandung Barat secara substansial belum sepenuhnya dijadikan landasan aktivitas organisasi dinas, walaupun nilai-nilai budaya dimaksud telah disosialisasikan, diperkenalkan, disampaikan pada seluruh aparatur melalui berbagai kegiatan, baik dalam rutinitas setiap kegiatan organisasi, pada rapat internal organisasi maupun pada rutinitas pembinaan pimpinan terhadap anggotanya yang berkaitan dengan upaya membangun perilaku maupun karakter, etos kerja, komitmen, inovasi dan keberanian mengambil risiko, maupun profesionalisme pada kinerja pegawai. Atas dasar inilah diperlukan analisis pengkajian penelitian secara mendalam tentang tranformasi budaya birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Bandung Barat

2. Kajian  Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan secara luas mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan penulis, berkaitan diuraikan untuk memperkuat penelitian ini dengan disiplin ilmu administrasi publik dengan substansi penelitian yang dilakukan.  
2.1. Kajian Administrasi Publik
Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Administrasi menurut Siagian (1997:3) yaitu “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Atmosudirdjo (1986:46) menyebutkan bahwa “administrasi adalah penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya”. Pendapat dari Simon (1996:3) yaitu “Administration as the activities of group cooperating to accomplish common goals”. Sedangkan pendapat White (1994:11) yaitu “Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or militery, large scale or small scale etc”. 
Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang adminstrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.Presthus (1975:3) administrasi negara mempunyai arti :

Public administration may be defines as the art and science of design and carrying out public policy. As the scale and complex of government uncreased, civil sevants assumed a large role in policy making, in addition to their traditional and still mayor role of implementing polities designed by the elected master. (Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan mendesain dan melaksanakan kebijakan publik. Skala dan kompleksitas dari urusan pemerintah yang semakin bertambah, asumsi pelayanan sipil merupakan pengaturan yang besar dalam pembuatan kebijakan, peran dari implementasi kebijakan untuk melengkapi kebiasaan yang didesain melalui pilihan mereka).

Pendapat di atas diasumsikan bahwa administrasi publik mempunyai peranan penting di dalam pembuatan kebijakan publik. Pendapat lain mengenai administrasi negara yaitu menurut Pfiffner (1975:4) sebagai berikut :Public administration involves the implementation of public which has been determine by representative political bodies.
2.1.2. Kajian Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak lain adalah sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Pemahaman lainnya tentang kebijakan public disampaikan oleh Kartasasmita (1997 : 42) berikut ini :

Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (i) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu  masalah, (ii) apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya, dan (iii) apa pengaruh dan dampaknya dari kebijakan publik tersebut.

Sebuah kebijakan tidak menjadi kebijakan publik sampai kebijakan tersebut diadopsi, diimplementasikan dan didukung oleh beberapa lembaga pemerintah. Jadi suatu kebijakan tidak dapat menjadi sebuah kebijakan publik apabila belum di implementasikan. Kebijakan publik adalah suatu Causal Loop Diagram yang terdiri dari formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam proses kebijakan selalu terdapat kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyata terjadi atau dapat dicapai dari implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Menurut Winardi (1999:181) “menegaskan bahwa gap adalah penyimpangan antara Das Sollen (standar) dengan Das Sein (situasi kenyataan yang diperoleh” atau a problem is a deviation from a standar )or from certain objectives to be reacted).
2.1.5 Kajian Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi merupakan suatu studi yang mempelajari tingkah laku manusia dimulai dari tingkah laku secara individu, kelompok dan tingkah laku ketika berorganisasi, serta pengaruh perilaku individu terhadap kegiatan organisasi dimana mereka melakukan atau bergabung dalam organisasi tersebut. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Dalam kaitan ini, Toha (2001:11) bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa perilaku organisasi merupakan suatu yang menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, yang berkenaan dengan studi sistematis tentang sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi di dalam konteks organisasi. James L. Gibson, John. M. Ivancevich, James. H. Donelly Jr. (1986:222)  menyebutkan bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia, sikapnya dan hasil karyanya dalam lingkungan keorganisasian. Robbin (2001:19) bahwa “Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi.

2.1.6 Kajian Budaya Organisasi

Luthans dalam Turmudzi (2013:61) menyatakan: Ada beberapa karakteristik budaya organisasi dalam mempelajari perilaku organisasi, sebagai berikut:

Budaya organisasi merupakan proses belajar (Learned).

1. Budaya organisasi merupakan milik bersama kelompok (Shared), bukan milik individu.

2. Budaya organisasi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya Ttransgerational)

3. Budaya organisasi mengekspresikan sesuatu dengan menggunakan symbol (Syimbolik)

4. Budaya organisasi merupakan suatu pola yang terintegrasi, jadi setiap perubahan akan mempengaruhi komponen lainnya (Patterned)

5. Budaya organisasi terbentuk berdasarkan kemampuan orang untuk beradaptasi dengannya (Adaptive)   

 Pengertian Budaya Organisasi menuurt Robbins (1998: 572) yaitu : … organizational culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organizations. This system of shared meaning is, on closer analysis, a set of key characteristich that the organization value. Kreitner dan Kinicki Moeljono (2005: 12) mendefinisikan bahwa : “Budaya organisasi adalah perekat organisasi yang mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolik, dan cita-cita sosial yang ingin dicapai”. Pengertian Budaya Organisasi Kuat Menurut Robbin (1997): Budaya organisasi kuat adalah budaya dimana nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. 

Dalam beberapa literatur pemakaian istilah corporate culture biasa diganti dengan istilah organization culture. Kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama. Karena itu dalam penelitian ini kedua istilah tersebut digunakan secara bersama-sama,dan keduanya memiliki satu pengertian yang sama. Beberapa definisi budaya organisasi dikemukakan oleh para ahli. Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan terlepas dengan budaya organisasi dan pada umumnya mereka akan dipengaruhi oleh keaneka ragaman sumber-sumber daya yang ada sebagai stimulus seseorang bertindak. Molenaar (2002), Kotter dan Heskett (1992); mengatakan bahwa : “ Budaya mempunyai kekuatan yang penuh, berpengaruh pada individu dan kinerjanya bahkan terhadap lingkungan kerja”. Oleh karenanya, perilaku individu berkenaan dengan tindakan yang nyata dilakukan oleh seseorang dapat diartikan bahwa dalam melakukan tindakan seseorang pasti akan tidak terlepas dari perilakunya”.Robbins (1998; 248) mendefinisikan “budaya organisasi (organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain”. Dalam kaitan ini, Gibson, Ivancevic dan Donnelly (1996:78), menyatakan:

Pertama, Kultur dalam suatu organisasi membantu pekerja memberikan tanggapan atas ketidakpastian yang tidak bias dihindari dan keruwetan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kedua, Kultur organisasi adalah cara melihat dan cara berfikir mengenai perilaku dari dan dalam organisasi, suatu perspektif untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dalam kaitan ini, kultur organisasi ditujukan pada sekumpulan pokok pikiran yang mencoba menjelaskan dan memperkirakan bagaimana organisasi dan manusia bertindak dalam lingkungan yang berbeda.   

Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik, sehingga setiap karyawan perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan. Budaya organisasi (corporate culture) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain. 

2.1.7 Kajian Birokrasi

Max Webber seorang sosiolog Jerman pada awal abad ke-19 menguraikan tentang birokrasi yang sangat berpengaruh bagi Negara-negara di daratan eropa. Hal ini tersirat dalam buku Birokrasi Pemerintah di Indonesia Pasca Reformasi yang ditulis oleh Thoha (2008:16-20). Karya Weber tersebut hingga sekarang terkenal dengan konsep tipe ideal birokrasi. Menurut Weber, 

Tipe ideal itu bisa dipergunakan untuk membandingkan tipe birokrasi antara yang satu dengan dengan organisasi yang lain… Dan amat penting untuk dikaji dan diteliti. Tipe ideal birokrasi organisasi ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu, menjelaskanbahwa suatu birokrasi aatau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep tipe ideal birokrasi Weberian.

Birokrasi pada intinya berorentasi pada kepentingan publik atau pelayanan pemerintah harus berorentasi memihak masyarakat. Dengan demikian, pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Ternasuk didalamnya upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pemborosan keuangan atau biaya tinggi, inefisiensi di sector pemerintah (red tape) maka hal ini dapat dilihat dan dipastikan melalui kinerja birokrasiya. Secara konsep birokrasi, Blau (1963) dalam Sinambela (2008:70) menyatakan, “Birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimumkan efisiensi dan administrasi”. Adapun cirri-ciri birokrasi menurut Sayre dalam Sinambela (2008:70-71) diantaranya, yakni:

1. Spesilaisai tugas-tugas

2. Khirarki otoritas

3. Badan perundang-undangan

4. System pelaporan

5. Personel dengan keterampilan dan peranan khusus.

    Max Weber dalam Sinabela (2008:70) dinyatakan sebagai penggagas birokrasi memberikan cirri-ciri yang lebih rinc hingga disebut sebagai organisasi yang rasional (ideal types). Berkaitan dengan budaya birokrasi dalam organisasi sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan dan kekuasaan pemerintah. 

Pentingnya budaya birokrasi organisasi, dilandasi oleh pemikiran bahwa organisasi dipandang sebagai makhluk hidup (living system) dan sebagai sebuah masyarakat dimana aspek kehidupan organisasi dan lingkungannya (environment) lebih mendapat perhatian ketimbang menempatkan organisasi sebagai mahkluk hidup, organisasi dianggap mengalami daur hidup, yaitu: lahir, hidup, tumbuh, berkembang, tua dan selanjutnya mati. agar supaya organisasi dapat bertahan hidup (survival) tumbuh dan berkembang turun temurun ke setiap generasi maka organisasi harus mampu bertahan, beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk mampu merespon di setiap perubahan, termasuk organisasi publik (public organization) dituntut untuk dinamis, terbuka. Dalam kontek ini, Turmudzi (2013:52-53) menyatakan:

Dilihat dalam perspektif, organisasi seperti pemerintah daerah, maka birokrasi pemerintah daerah sudah seharusnya mempunyai budaya organisasi tersendiri yang bisa memberikan penguatan terhadap komponen atau unit kerja di dalamnya.

2.1.8 Kajian Transformasi Budaya 

Transformasi budaya organisasi adalah pola pikir, pola tindak dan perilaku organisasi beserta sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Transformasi budaya organisasi atau perusahan terdiri dari: keyakinan atau belief, nilai atau values yang akan akan memunculkan behaviour dan karakter. Penelitian yang dilakukan Pfeffer (1995) menunjukkan bahwa pertumbuhan dan financial return dapat mencapai ratusan persen, tatkala sebuah perusahaan mengelola budayanya dengan baik, terkendali, dan terukur. Menurut Henry dalam Turmudzi (2002:55) tranformasi budaya memiliki fungsi;

1. Meningkatkan tingkat kemandirian suatu generasi yang tidak didapatkannya hanya sebatas sosialisasi rumah tangga,

2. Memperkuat rasa identitas dalam masyarakat sehingga timbul rasa 

3. Membentuk orientasi universal untuk dapat memperhatikan hal-hal diluar masyarakat dan kebudayaannya sendiri

Dengan demikian menurut Turmudzi (2002:55) bahwa “Tranformasi budaya hanya dimungkinkan melalui Learning Teaching Cultutre sehingga membentuk identitas etnik yang universal dan wawasan holistic selain orientasi budayanya juga diluar masyarakat dan budayanya”. Habraken (1976) yang dikutip oleh Pakilaran, 2006 (dalam http://www.ar. itb.ac.id/wdp/ diakses pada tanggal 11 November 2013). menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi yaitu sebagai berikut: 

1. Kebutuhan identitas diri (identification) pada dasarnya orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan. 2. Perubahan gaya hidup (Life Style) perubahan struktur dalam masyarakat, pengaruh kontak dengan budaya lain dan munculnya penemuan-penemuan baru mengenai manusia dan lingkuangannya. 3. Pengaruh teknologi baru timbulnya perasaan ikut mode, dimana bagian yang masih dapat dipakai secara teknis (belum mencapai umur teknis dipaksa untuk diganti demi mengikuti mode. Dalam hal transformasi etos kerja tentu akan dipengaruhi oleh faktor lain eksternal dan internal.

Tranformasi budaya dalam organisasi sesungguhnya merupakan perubahan-perubahan, termasuk karakter aparatur, sistem: kesatuan visi, kesatuan misi, kesatuan nilai, serta meaning atau makna. Visi yaitu tujuan yang  ingin dicapai,  misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan nilai adalah pedoman perilaku yang penting dilakukan aparatur. Jika visi, misi, nilai, dan makna tertanam di hati seluruh aparatur sehingga menjadi belief system atau sistem keyakinan yang berujung pada bahaviour atau perilaku, maka organisasi akan memiliki budaya yang kuat. 

2.1. Kerangka Pemikiran

Tranformasi budaya organisasi maupun birokrasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan sistem makna bersama/persepsi yang dianut oleh anggota-anggota organisasi atau sejumlah pemahaman penting seperti norma, nilai, sikap dan keyakinan baru yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi, mekanisme, system birokrasi atau dengan kata lain transformasi budaya organisasi birokrasi atau perubahan budaya organisasi maupun birokrasi merupakan proses perubahan yang direncanakan dengan pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Proses tersebut dapat berupa perubahan budaya birokrasi dalam organisasi dapat bersifat incremental secara evolusi dan terencana dengan tepat.

Tranformasi budaya diartikan sebagai perubahan budaya organisasi yang sering dinyatakan sebagai model perubahan budaya organisasi. Terdapat tranformasi budaya atau perubahan budaya menurut Tan (2002:37), yaitu ada 4 (empat) fase dalam perubahan budaya organisasi (transformasi budaya), yaitu; Cultural Assesment, Gap Analysis. Influencing Cultrure Changes dan Sustaining the New Culture.  

1. Cultural Assesment (Penilaian budaya). Fase penilaian mengandung dua tugas, yaitu (1) menilai budaya organisasi yang sudah ada, (2) mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang budaya sebenarnya dalam organisasi, seseorang dapat menggunakan kombinasi alat. 

2. Gap Analysis (Analisis kesenjangan budaya). Fase ini menyangkut analisis terhadap kesenjangan antara budaya organisasi yan g sudah ada dengan yang diinginkan. Analisis ini melihat: orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi. Satu cara untuk menganalisis kesenjangan adalah dengan melihat pada apa yang sedang menghalangi organisasi dari pencapaian visi, misi, dan ujuan yang diinginkan. Hasil dari analisis kesenjangan akan memberikan masukkan untuk mengembangkan program perubahan dan mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. 

3. Influencing Cultrure Change (mempengaruhi perubahan budaya). Inti dari perubahan budaya adalah perubahan pola pikir. Hal ini menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memungkinkan memperoleh sikap dan keterampilan baru di tempat kerja. Untuk melakukan ini, perlu mempengaruhi dan membentuk keyakinan, asumsi dan nilai-nilai manusia di tempat kerja. Perubahan berikutnya; Harus merubah kebijakan organisasi, prosedur dan system diselaraskan dengan budaya baru. Karenanya setiap praktik yang tidak konsisten tidak selaras dengan pola perilaku yang diinginkan harus dihapuskan.  
4. Sustaining the New Culture (melanjutkan budaya baru). Melanjutkan budaya baru memerlukan perbaikan usaha terus menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku actual di tempat kerja atas dasar harian. Keberlanjutan budaya baru terletak dalam nilai dan pentingnya tempat pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari di tempat kerja. Untukmenciptakan lingkungan kerja yang diinginkan dan budaya organisasi yang produktif, manajemen puncak, pemimpin, manajer dan staff harus bekerja secara harmonis untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan.  

Kerangka penelitian yang diuraikan diatas, selanjutnya digambarkan kerangka penelitian sebagai beikut:














Gambar: 1
Kerangka Penelitian

3.2. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara terencana, sejak September 2016 sampai September 2017. Sejak persiapan penelitian sampai dengan penyempurnaan hasil ujian tertutup dan terbuka disusun dalam tahapan-tahapan penelitian.
4. Hasil Penelitian

4.1. Transformasi Budaya Birokrasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA) Kabupaten Bandung Barat 

Hasil penelitian tentang tranformasi budaya birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut:
1) Cultural Assesment (Penilaian budaya).
Cultural Assesment (Penilaian budaya). Fase penilaian mengandung dua tugas, yaitu (1) menilai budaya organisasi yang sudah ada, (2) mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang budaya sebenarnya dalam organisasi, seseorang dapat menggunakan kombinasi alat. Makna dari penilaian budaya dalam kaitan tersebut, yakni menilai atau proses assessment dalam pelaksanaan birokrasi dalam organisasi yang berkaitan dengan efektivitas, mekanisme, system dalam organisasi yang tengah berjalan dan mempertimbangkan budaya organisasi yang tengah berjalan. Dalam hal ini substansinya adalah untuk mewujudkan dan perilaku organisasi maupun perilkau birokrasi yang diharapkan dengan berbagai sarana dan prasarana atau peralatan yang dibutuhkan dalam proses perubahan budaya birokrasi dalam organisasi

Penilaian budaya birokrasi dalam organisasi dapat diketahui melalui perkembangan mekanisme, system, informasi dan komunikasi yang berkembang. Dalam era  digital  di  mana  perubahan  terjadi  sangat  cepat   baik  itu  pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dapat menjadi usang dalam waktu yang  singkat. Kondisi ini seharusnya mendorong  proses perubahan dalam organisasi serta untuk memberi kesempatan bagi aparatur atau pegawainya dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan perubahan dengan difasilitasi agar aparatur organisasi dapat melaksanakan serta mengikuti pelatihan, seminar atau  studi  lanjut dengan dharapan dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan aktualisasi diri aparatur dalam merespon perubahan mekanisme, system dan perilaku birokrasi dalam organisasi. 
Cultural Assesment (Penilaian budaya), yaitu penilaian mengandung dua tugas, yaitu (1) menilai budaya organisasi yang sudah ada, (2) mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Budaya yang ada pada dasarnya cenderung pada budaya yang kaku, yaitu hanya beroriantasi pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Aturan-aturan yang kaku (by the rule & by the law) sehingga budaya organisasi yang dicerminkan pada perilaku sikap sehari-hari yang tengah berjalan cenderung kaku (statis), patron klien (kebapaan) bagaimana bailnya menurut pimpinan, sehingga fleksibilitas kurang kuat, inovasi lemah, mendorong pada lemahnya kreativitas sehingga kurang berani mengambil resiko. 

Dengan demikian, belum sepenuhnya ada analisis budaya birokrasi pada DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat, sehingga wujud atau karakteristik DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat belum memiliki ciri khas atau belum memiliki faktor pembeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Oleh karenanya, DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan sebagai organisasi yang memiliki karakteristik tranformasi organisasi.

2) Gap Analysis (Analisis kesenjangan budaya).

Gap Analysis (Analisis kesenjangan budaya). Fase ini menyangkut analisis terhadap kesenjangan antara budaya organisasi yang sudah ada dengan yang diinginkan. Analisis ini melihat: orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi. Satu cara untuk menganalisis kesenjangan adalah dengan melihat pada apa yang sedang menghalangi organisasi dari pencapaian visi, misi, dan ujuan yang diinginkan. Hasil dari analisis kesenjangan akan memberikan masukkan untuk mengembangkan program perubahan dan mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. Pegawai pada dasarnya belum dapat berinovatif (pencapaian visi misi), dan ini dperlukan motivasi dari pimpinan. Untuk menganalisis terhadap orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi, bagi kita itu merupakan tugas pimpinan. 
Kesenjangan antara budaya organisasi yang sudah ada dengan yang diinginkan Pegawai seperti perilaku kerja kearah inovatif (pencapaian visi misi) itu memang masih senjang. Kalo perilahal Analisis terhadap orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi itumah mungkin bagi pimpinan puncak dinas. 
Inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk kerja atau proses kerja dan pelayanan pada organisasi memiliki kekhasan, dalam arti kekhasan dalam ide, program, tatanan, sistem, dan hasil yang diharapkan, memiliki ciri/ kebaruan, dalam arti memiliki karakteristik sebagai sebuah karya yang memiliki orisinalitas dan kebaruan, merupakan program terencana, dalam arti bukan merupakan proses yang tergesa-gesa namun dipersiapkan secara matang dengan perencanaan terlebih dahulu dan dibuat memiliki tujuan, dalam arti memiliki arah yang akan dicapai. Dalam hal ini, inovasi menguatkan pada operasional dari visi dan misi organisasi. Sangat jelas terjadi kesenjangan, seperti masih banyak sekolah-sekolah yang ambruk, hancur, sarana sekolah masih jauh dari ideal, guru-guru yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Analisis terhadap orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi itumah (logat sunda) menjadi tanggung jawab kepala Dinas, yang penting melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan kita. Kesenjangan antara budaya organisasi yang sudah ada dengan yang diinginkan Pegawai inovatif untuk pencapaian visi misi, rasanya masih jauh dari kenyataan. 
Boleh jadi terjadi kesenjangan antara yang ada dalam visi, misi dan tujuan organisasi dengan senyatanya pelaksanaan di lapangan. Perihal Analisis terhadap orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi, memang itu harus terrencana dengan matang dan menjadi agenda organisasi untuk perubahan dan perbaikan ke masa depan. 
Pada dasrnya secara umum dapat terjadi pada setiap organisasi, tetapi untuk mengatasi hal ini semua tetap harus menetapkan visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan, dengan merealisasikna program-program kerja dengan melakukan tindakan perbaikan-perbaikan dan harus disesuaikan antara visi, misi dan tujuan organisasi dengan pelaksanaan kerja yang berjalan selama ini. 
3) Influencing Cultrure Change (mempengaruhi perubahan budaya)

Influencing Cultrure Change (mempengaruhi perubahan budaya). Inti dari perubahan budaya adalah perubahan pola pikir. Hal ini menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memungkinkan memperoleh sikap dan keterampilan baru di tempat kerja. Untuk melakukan ini, perlu mempengaruhi dan membentuk keyakinan, asumsi dan nilai-nilai manusia di tempat kerja. Perubahan berikutnya; Harus merubah kebijakan organisasi, prosedur dan system diselaraskan dengan budaya baru. Karenanya setiap praktik yang tidak konsisten tidak selaras dengan pola perilaku yang diinginkan harus dihapuskan.  
Pada dasarnya bahwa Perubahan pola pikir menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memperoleh sikap dan keterampilan baru. Atinya, perilaku, sikap dan tindakan maupun keterampilan pegawai sangat menentukan perubahan-perubahan dinamika organisasi termasuk terhadap aparatur dalam bekerja disamping pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas internal organisasi maupun pengaruh yang ditimbulkan organisasi yang mendorong adanya keinginan untuk melakukan adanya perubahan kultur dalam organisasi yang menyentuh visi, misi dan tujuan organisasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi pegawai dalam melaksanakan kerja sejalan dengan perubahan mekanisme administrasi pemerintahan, seperti adanya reformasi birokrasi, berikut adanya otonomi daerah, sehingga DISORDA Kabupaten Bandung Barat-pun sepertinya perlu ada perubahan kea rah yang lebih memiliki kinerja yang optimal.Perihal merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru, itu perlu adanya komitmen dari seluruh aparat DISORDA Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan perubahan, karena reorientasi dan revitalisasi organisai-pun harus dilakukan dan ini memerluka waktu yang cukup. setidaknya mungkin ke depan perubahan itu dimulai dari perubahan visi, misi dan tujuan organisasi yang selaras dengan visi, misi pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
Dalam melaksanakan program kerja untuk mengefektifkan dan memudahkan pelayanan pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan pada unit-unit sekolah Perubahan pola pikir menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memperoleh sikap dan keterampilan baru sangat dibutuhkan oleh para guru-guru, maupun oleh seluruh Kepala Sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB)  dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran  untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan program yang berkaitan dengan tatkelola di bidang pendidikan.Persoalan merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru, itu ada di kewenanagan pimpinan Dinas. 
Pada intinya kita setuju untuk mewujudkan keberhasilan dan menghasilkan kerja yang berkualitas. Masalah untuk merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru itu terserah pimpinan, yang penting kitas bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggungjawab sesuai bidang yang ditanganinya.  Perlu adanya guru-guru yang handal dan berkualitas dengan latar belakan pendidikan yang sesuai dengan keahlian dengan yang diajarkan, pemenuhan kesejahteraan agar guru-gur bersemangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana yang memadai dengan pemenuhan sarana teknologi sesuai dengan perkembangannya jangan samapai mereka guru-gur tidak faham dengan teknologi serta pembinaan dari dinas maupun dari pengawas itu perlu diefektifkan berikut membenahi infra struktur sekolah, akses sekolah dan program-program sekolah untuk mewujudkan hasil yang optimal sehingga pengelola, guru, Kepala Sekolah, siswa-siswa menjadi cerdas.Merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru. itu terserah pinpinan yang penting harus ada perubahan yang berarti dalam memajukan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Persoalan merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru itu tergantung dari komitment pada pimpinan dan itu cenderung pada kebijakan internal organisasi karena hal itu merupakan aktivitas teknis internal untuk mendorong meningkatnya sikap kerja aparatur dalam mewujudkan keberhasilan organisasi. 
Perubahan pola pikir menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memperoleh sikap dan keterampilan baru perlu adanya analisis dan perlu adanya sikap yang jelas dari pimpinan untuk melakukan perubahan dan itu perlu dikaji, dan hasilnya ditetapkan dalam aturan yang nantinya diberlakukan dan tentu saja harus selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Dianataranya membuat grand desain yang baru dengan metode tertentu, membuat mekanisme yang tepat, diujicobkan, disosialisaikan di evaluasi kembali untuk nantinya ditetapkan dan dilaksanakan dan ini menjadi inovatif sebagai pola baru bagi DIORDA Kabupaten Bandung Barat dan ini mendorong pada transformasi budaya organisasi. Merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya baru tentunya harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur, karena tiap-tiap individu akan membawa karakteristik budaya ke dalam organisasi, namun peran pimpinan tetap akan mendominasi dalam formalisasi organisasi. 
4) Sustaining the New Culture (melanjutkan budaya baru).

Sustaining the New Culture (melanjutkan budaya baru). Melanjutkan budaya baru memerlukan perbaikan usaha terus menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku actual di tempat kerja atas dasar harian. Keberlanjuta budaya baru terletak dalam nilai dan pentingnya tempat pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari di tempat kerja. Untukmenciptakan lingkungan kerja yang diinginkan dan budaya organisasi yang produktif, manajemen puncak, pemimpin, manajer dan staff harus bekerja secara harmonis untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan.  
Berkaitan dengan budaya baru yang diinginkan, memang pada dasrnya kami belum memiliki model yang baru tetapi setidaknya kami tetap merespon berkembangan-perkembangan yang baru dengan menanamkan nilai-nilai yang berarti untuk organisasi  dan sebagai pemimpin dalam organisasi tetap memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari sesuai dengan kebijak maupun program kerja yang dilaksankan. Selain itu, berusaha untuk bersikap konsisten dan menunjukkan praktik aktivitas kerja  serta tugas-tugas kerja sehari-hari sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan organisasi. Perbaikan yang dilakukan dengan usaha terus menerus dalam untuk memperkuat hasil kerja terutama dalam melaksanakan program kerja dan dalam meberikan pelaporan atas kerja yang telah dilakukan dan biasanya ada evaluasi dan hasil evaluasi ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan kearah masa depan. Yaa…. Sebagai pemimpin kita berusaha memelihara konsistensi praktik-praktik kerja yang diinginkan oleh pimpinan puncak terutama dalam aktivitas dan tugas sehari-hari.
Pentingnya peran pemimpin dalam memelihara konsistensi sersa praktik kerja yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari itu diharapkan oleh orang-orang seperti kita, dimana harapan kami bahwa pimpinan memperhatikan kehidupan kami, muali dari kebutuhan hidup yang mendasar samapai dengan kebutuhan-kebutuhan kami dalam melaksanakan kerja sehari-hari, tu yang harus diperhatikan oleh pimpinan. Karena, bagimana kita bisa semangat dan berprestasi apabila sarana tidak terpenuhi dan pimpinan tidak memperhatikan nasib kami, tentunya kemi bekerja-pun tidak akan optimal dan memperkuat perilaku aktual di tempat kerja itu tergantung pimpinan setempat dan memang secara organisatoris pimpinan perlu memelihara nilai dan pentingnya pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari.
Perbaikan usaha terus menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku aktual di tempat kerja itu harus dilakukan terutama oleh pimpinan pada DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat, karena pimpinan harus memberikan contoh teladan kepada seluruh anggota organisasi.
Untuk mewujudkan visi dan seiring dengan perkembangan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat telah berupaya melakukan perbaikan usaha terus menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku aktual di tempat kerja, sejalan dengan Misi yang ditetapkan sdiantaranya Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan melalui rintisan wajar 12 tahun, terus menyediakan layanan pendidikan yang secara berkesinambungan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah dengan layak tidak hanya dalam konteks penuntasan wajar 9 tahun tetapi sudah merintis untuk menyelesaikan wajar 12 tahun, Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; dengan berupaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima selalu berinovasi, kreatif dan memenuhi tuntutan pembangunan sehingga mampu menciptakan SDM yang lebih produktif dan berdaya saing, Meningkatkan manajemen dan tata layanan/kelola pendidikan mengacu kepada prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen dan memanfaatkan unsur-unsur manajemen secara efektif dan efisien serta senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabel dan responsif secara konsisten dan berkelanjutan, Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan berupaya membangun mental dan spiritual pemuda agar menjadi lebih kreatif dan mandiri serta mampu bersaing di berbagai even. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga pun akan terus meningkatkan prestasi olahraga di berbagai even perlombaan cabang olahraga baik tingkat regional maupun nasional bahkan internasional.

Asumsi-asumsi yang diperoleh menujukkan makna bahwa mereka merasa telah melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (Education For All) di masyarakat kabupaten Bandung. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai dan  diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang dicapai. Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi organisasi menuntut pembangunan pendidikan memfokuskan program Dinas. Tidak hanya pendidikan secara fungsional yang dikambangkan dinas tetapi juga support sistem dari aparat secara administratif tetap dikembangkan terutama dalam layanan administratif yang masih belum memadai. Kondisi yang stabil sangat potensial memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. 

Keempat fase pada tranformasi budaya tersebut jika diuraikan dan dibuat analisis SWOT,  (S) Strenghts, (W) Weaknesses, yang merupakan faktor dari lingkungan internal. Sedangkan (O) Opportunities dan (T) Threats yang merupakan faktor dari lingkungan eksternal. Berdasarkan observasi peneliti yang berkaitan dengan faktor lingkungan eksternal dan internal diketahui berbagai kendala atau hambatan yang diketahui, yaitu:

1. Hambatan Internal, diantaranya, yaitu

a. Kebijakan organisasi belum sepenuhnya mewujudkan   visi dan misi yang kuat pada DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat.

b. Proses penguatan pada visi dan misi melalui kebijakan organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi

c. Visi, misi dan tujuan orgaisasi yang tengah berjalan belum sepenuhnya tercapai, dilihat perilaku organisasi yang dialankan dengan harapan yang diinginkan

d. Perilaku aparatur melalui pola pikir dengan tindakannya belum sepenuhnya belum sepenuhnya sesuai logo, lambing, visi, misi tujuan dengan harapan organisasi.

e. Belum sepenuhnya nilai-nilai budaya tercermin dalam perilaku aparatur 

f. Peran pimpinan maupun interaksi antara pimpinan dengan pimpinan dan dengan aparatur belum sepenuhnya harmonis.

g. Produktivitas kerja aparatur termasuk pimpinan belum sepenuhnya menunjukkan cara kerja yang produktif

h. Belum sepenuhnya terwujud kerjasama antara aparatur dengan sesame aparatur maupun pimpinan untuk mewujudkan kerjasama yang menguntungkan

i. Belum ada upaya untuk merubah kebijakan organisasi, prosedur dan system diselaraskan dengan upaya membentuk budaya baru. 

j. Kecenderungan setiap praktik yang tidak konsisten tidak selaras dengan pola perilaku yang diinginkan dikarenakan system manajemen public yang tidak efektif.  
2. Hambatan Eksternal

a. Belum sepenuhnya optimalnya tindakan evaluasi dan monitoring terhadap DISDIKPORA dari pemerintah provinsi dalam memastikan ketercapaian visi, misi dan tujuan organanisasi.

b. Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama maupun kolaborasi antara lembaga pemerintah (DISDIKPORA), sekolah, dunia industri dan dunia usaha untuk mewujudkan tatakelola pelayanan pendidikan yang berorientasi pada visi misi dan tujuan .

c. Belum optimalnya daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang pendidikan yang berorientasi visi dan misi.

d. Akselerasi pembangunan perubahan lingkungan sosial masyarakat berpengaruh kuat melalui globalisasi dan modernisasi terhadap pelayanan publik dalam bidang pendidikan untuk lebih visioner. 

e. Belum adanya upaya untuk melakukan harmonisasi antara pimpinan, aparatur, ssstem dan aturan tatakelola organisasi Dinas untuk melakukan perubahan mewujudkan organisasi yang berorientasi pada visi dan misi organisasi.

f. Adanya kesenjangan anta budaya yang berkembang di luar dengan terhadap budaya internal

g. Teknologi Belum sepenuhnya optimal dalam mendukung dan memperkuat internal organisasi

a. Belum adanya strategi yang dijalankan melalui adopsi strategi dari luar orgnisasi yang tepat dan adaptif dengan lingkungan organisasi.  

b. Aparatur yang masuk kedalam organisasi belum sepenuhnya memahami karakteristik organisasi, akibatnya pencapaian visi, misi, tujuan organisasi belum sepenuhnya tercapai.

c. Belum adanya standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

1.4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tranformasi Budaya Birokrasi Belum Efektif Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat

Faktor-faktor yang menyebabkan tranformasi budaya birokrasi belum efektif dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat yang ditentukan oleh: Cultural Assesment (Penilaian budaya), Gap Analysis (Analisis Kesenjangan Budaya), Influencing Cultrure Change (Mempengaruhi perubahan budaya) dan Sustaining the New Culture (Melanjutkan budaya baru). Faktor-faktor yang menyebabkan Transformasi budaya pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat belum efektif, dikarenakan, oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a) Belum sepenuhnya penilaian budaya (Cultural Assesment) dilakukan oleh Dinas, seperti halnya belum ada upaya maupun metode untuk menilai budaya organisasi dinas yang sudah ada dengan mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan, seperti budaya organisasi yang ideal yaitu: Visi misi dan tujuan yang terukur, Sumber daya organisasi yang lengkap meliputi SDM dengan tingkat pendidikan yang linier dan sesuai dengan tugas kerja, Anggaran dana yang mencukupi, memiliki metode kerja yang terukur dan tepat sasaran dengan system (SOP) yang jelas dan tegas secara konsekwsn dijalankan. 

b) Belum sepenuhnya Analisis terhadap Kesenjangan Budaya (Gap Analysis) dilakukan, sehingga hal ini merupakan kelemahan organisasi menjadikan pimpinan tidak memahami keberadaan organisasi pada posisi mana ia berada. Selain itu Organisai berikut pimpinan tidak akan faham dan cenderung tidak mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang dihadapi organisasi pada masa sekarang dan masa yang akan dating bahkan tidak memahami bagaimana cara merespon dan mengantisipasi tantangan dan peluan kedepan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi yang ada sekarang. Hal ini berkaitan dengan analisis melihat pada pegawai, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi yang dilakukan secara rutinitas formal yang menyentuh pada analisi dengan melihat pada apa yang sedang dihadapi organisasi dari pencapaian visi, misi, dan ujuan yang diinginkan. Bilaman analisis ini tidak dilakukan maka hal ini akan melemahkan dalam upaya mengembangkan organisasi.

c) Pada faktor Mempengaruhi perubahan budaya (Influencing Culture Changes) ini, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya melakukan, seperti halnya, belum nampak jelas adanya perubahan pola piker dari aparatur dalam bekerja dengan harapan agar  aparatur bersikap memiliki keterampilan baru di tempat kerja. Hal ini terangkum pada kondisi internal (Aparatur, anggaran dana, metode kerja, system (SOP) yang menentukan system kerja) dan kondisi eksternal (lingkungan social masyarakat) meliputi kondisi ekonomi, social budaya, politik, stabilitas keamanan, geografis yang mempengaruhi organisasi. 

d) Pada faktor melanjutkan budaya baru (Sustaining the New Culture) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya menciptakan lingkungan kerja yang diinginkan dan budaya organisasi yang produktif, karena konsekwensinya pimpinan dan staff harus bekerja secara harmonis. Karena pada saat ini belum sepenuhnya ada kreativitas, keberanian dalam mengambil resiko untuk berinovasi bahkan cenderung kaku, by the law, patron klien, yakni aparatur cenderung bekerja karena aturan yang kaku. Namun, hal ini tidak diikuti dengan insiatif, kreativitas dalam bekerja dalam menopang program kerja terlebih jauhnya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain empat factor di atas, bahwa tranformasi budaya birokrasi belum efektif dalam mewujudkan visi dan misi Dinas dikarenakan juga dipengaruhi unsur-unsur budaya Jawa atau gaya Jawa, sehingga menyerap pada lingkungan organisasi Dinas. Akantetapi unsur-unsur budaya Sunda belum sepenuhnya terefleksikan cenderung tercermin budaya birokrasi patrimonial atau patron klien. Faktor lain yang utama dan turut menentukan keberhasilan organisasi dalam tranformasi organisasi, diantaranya, yaitu kepemimpinan yang kuat (strong leadership) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menentukan keberhasilan dalam membawa arah organisasi serta mengkondisikan aparat dalam organisasi. Kepemimpinan dalam kaitan ini akan membawa proses perubahan dalam organisasi (transformasional process) serta akan mempengaruhi perilaku seluruh aparatur sebagai pengikut pada proses kerja maupun dalam pencapaian untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.
1.5. Strategi Efektif Tranformasi Budaya Birokrasi Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan temuan penelitian, model strategi yang efektif dalam upaya melakukan perubahan budaya birokrasi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi pada DISDIKPORA Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan strategi transformasi budaya yang efektif.

Model yang dikemukakan tentang Tranformasi budaya atau perubahan budaya menurut Tan (2002:37), yaitu ada 4 (empat) fase dalam perubahan budaya organisasi (transformasi budaya), yaitu; Cultural Assesment, Gap Analysis. Influencing Cultrure Changes dan Sustaining the New Culture. Dengan uraian, bahwa  Cultural Assesment (Penilaian budaya). Fase penilaian mengandung dua tugas, yaitu (1) menilai budaya organisasi yang sudah ada, (2) mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang budaya sebenarnya dalam organisasi, seseorang dapat menggunakan kombinasi alat. 

Gap Analysis (Analisis kesenjangan budaya). Fase ini menyangkut analisis terhadap kesenjangan antara budaya organisasi yang sudah ada dengan yang diinginkan. Analisis ini melihat: orang, kebijakan, proses, teknologi, strategi, dan struktur organisasi. Satu cara untuk menganalisis kesenjangan adalah dengan melihat pada apa yang sedang menghalangi organisasi dari pencapaian visi, misi, dan ujuan yang diinginkan. Hasil dari analisis kesenjangan akan memberikan masukkan untuk mengembangkan program perubahan dan mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. 

Influencing Cultrure Change (mempengaruhi perubahan budaya). Inti dari perubahan budaya adalah perubahan pola pikir. Hal ini menyangkut mempelajari cara baru dalam berfikir, bekerja dan interaksi satu dengan yang lainnya dan memungkinkan memperoleh sikap dan keterampilan baru di tempat kerja. Untuk melakukan ini, perlu mempengaruhi dan membentuk keyakinan, asumsi dan nilai-nilai manusia di tempat kerja. Perubahan berikutnya; Harus merubah kebijakan organisasi, prosedur dan system diselaraskan dengan budaya baru. Karenanya setiap praktik yang tidak konsisten tidak selaras dengan pola perilaku yang diinginkan harus dihapuskan.  
Sustaining the New Culture (melanjutkan budaya baru). Melanjutkan budaya baru memerlukan perbaikan usaha terus menerus dalam mempengaruhi dan memperkuat perilaku actual di tempat kerja atas dasar harian. Keberlanjutan budaya baru terletak dalam nilai dan pentingnya tempat pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari di tempat kerja. Untukmenciptakan lingkungan kerja yang diinginkan dan budaya organisasi yang produktif, manajemen puncak, pemimpin, manajer dan staff harus bekerja secara harmonis untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan.  

Tranformasi budaya dalam mewujudkan visi dan misi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan denga menggunakan pendekatan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman atau dengan istilah SWOT analisis (Strenghts, Weaknes, Opportunities and Treath). Analisis SWOT adalah analisis kondisis internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi perubahan dalam organisasi. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisi eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threaths).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman, sebagai berikut:

Tabel: 1
SWOT ANALISIS

	No
	SWOT
	Uraian



	1
	KEKUATAN

(Strength)
	1. Kebijakan organisasi mampu mewujudkan   visi dan misi organisasi DISDIKPORA Kabupaten Bandung.

2. Penguatan visi dan misi melalui kebijakan organisasi dan peran pimpinan menguatkan tujuan organisasi

3. Peran pimpinan maupun interaksi antara pimpinan potensi untuk mewujudkan lingkungan yang  harmonis.

4. Adanya kewenangan dalam merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem yang diselaraskan dengan upaya membentuk budaya baru. 

5. Adanya sistem, aturan (Law inforcement) manajemen publik dalam menatakelola organisasi.  

	2
	KELEMAHAN

(Weakness)
	1. Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama maupun kolaborasi antara lembaga pemerintah (DISDIKPORA), sekolah, dunia industri dan dunia usaha untuk 

2. Belum optimalnya daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan publik untuk 

3. Aparatur belum sepenuhnya memahami karakteristik organisasi

4. Belum adanya standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

	3
	PELUANG

(Opportunity)
	1. Adanya peran pimpinan dalam melakukan transformasi. 

2. Pemeriantah Daerah peran dalam pengawasan dalam pelayanan pendidikan.

3. Nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi kontribusi sebagai cirri khas bagi organisasi

4. Adanya peluang kerjasama dengan sesama pemerintah dalam pelayanan pendidikan, dengan swasta (private) dan masyarakat (society). 

	4
	ANCAMAN

(Threaths).
	1. Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama antara kerjasama dengan sesama pemerintah dalam pelayanan pendidikan, dengan swasta (private) dan masyarakat (society).

2. Belum memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan.

3. Menguatnya tuntuan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan pendidikan.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

5. Kurangnya aparatur yang handal dalam menata kelola organisasi melaui perwujudan visi dan misi 


Sumber: Peneliti (2016)

Dengan mengetahui potensi kelembagaan atau eksistensi organisasi yang ada, baik dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun dari faktor eksternal (Peluang dan ancaman), diharapkan dengan strategi analsisi di atas, Disdikpora dapat memperoleh maupun memberikan gambaran akan rumusan kebijakan untuk membentuk budaya yang baru budaya yang diharapkan maupun budaya yang terintegrasi dengan lingkungan organisasi yang akan menguatkan organisasi dalam proses kerja organisasi maupun dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh Disdikpora Kabupaten Bandung Barat.  Yang harus dilaksanakan oleh Disdikpora Kabupaten Bandung Barat, yaitu membangun budaya baru dengan memberikan penguatan pada budaya lokal (entitas buday lokal) dengan berbagai keunggulan yang dimiliki organisasi sehingga karakteristik budaya organisasi Disdikpora Kabupaten Bandung Barat akan terwujud sebagai kekuatan yang khas sebagai organisasi yang menjalankan pelayanan public dalam bidang pendidikan, pemuda dan olah raga. 

Sebagai bahan untuk perencanaan strategis organisasi DISDIKPORA Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan dari hasil analisis SWOT ini dengan menilai ke-dalam/internal dan keluar/Eksternal organisasi DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah ke I:

Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang mempengaruhi lingkungan DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana pada tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel: 3
Kuadran Analisis SWOT

	       EKSTERNAL

INTERNAL
	(O)

PELUANG
	(T)

(ANCAMAN)

	
	1. Adanya peran pimpinan dalam melakukan transformasi. 

2. Pemeriantah Daerah peran dalam pengawasan dalam pelayanan pendidikan.

3. Nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi kontribusi sebagai cirri khas bagi organisasi

4. Adanya peluang kerjasama dengan sesama pemerintah dalam pelayanan pendidikan, dengan swasta (private) dan masyarakat (society). 


	1. Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama antara kerjasama dengan sesama pemerintah dalam pelayanan pendidikan, dengan swasta (private) dan masyarakat (society).

2. Belum memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan.

3. Menguatnya tuntuan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan pendidikan.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

5. Kurangnya aparatur yang handal dalam menata kelola organisasi melaui perwujudan visi dan misi 


Sumber: Paneliti (2016)

Berdasarkan tabel Kuadran Analisis SWOT yang menggambarkan kondisi internal dan eksternal DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diketahui pertemuan sel dari elemen peluan (O) dengan Ancaman (T). Dilanjutkan dengan menggambarkan elemen Kekuatan yaitu pertemuan antara (Comparative Advantage) dan (Strategy Mobilization), yaitu Kekuatan (S) dan Peluang (O) dengan sel Kekuatan (S) dan Ancaman (T) sebagaimana tergambarkan pada tabel:4.4. Sebagai  berikut;
Tabel: 2
Kekuatan, (Comparative Advantage) dan (Strategy Mobilization)
	(S)

KEKUATAN
	(S) + (O)

(Comparative Advantage)
	(S) + (T)

(Strategy Mobilization)

	1. Kebijakan organisasi mampu mewujudkan   visi dan misi organisasi DISDIKPORA Kabupaten Bandung.

2. Penguatan visi dan misi melalui kebijakan organisasi dan peran pimpinan menguatkan tujuan organisasi

3. Adanya kewenangan dalam merubah kebijakan 

4. Peran pimpinan maupun interaksi antara pimpinan potensi untuk mewujudkan lingkungan yang  harmonis.

5. Adanya sistem, aturan (Law inforcement) manajemen publik dalam menatakelola organisasi.  

	Mengoptimalkan Kekuatan (S), dan mendapatkan Peluang (O), dengan strategi:

1. Kebijakan & peran pimpinan untuk melakukan transformasi. 

2. Adakan Analsis, evaluasi ulang visi, misi, logo, lambing & tujuan organisasi dengan melibatkan akademisi dan bantuan pemerintah pusat.

3. Pemeriantah Daerah peran dalam pengawasan dalam pelayanan pendidikan.

4. Menetapkan nilai-nilai budaya lokal menjadi kontribusi ciri khas organisasi

5. Menciptakan mekanisme, sistem baru untuk menciptakan visi, misi, tujuan organisasi

6. Mengembangkan kerjasama dengan dalam pelayanan pendidikan, dengan swasta (private) dan masyarakat (society).  
	Menggunakan Kekuatan (S) yang dimiliki, dan mengatasi Ancaman (T), dengan Strategi:

1. Menetapkan kebijakan penguatan pimpinan, kerjasama dengan provinsi untuk pengawasan dan pengendalian 

2. Penguatan kerjasama, peran pimpinan untuk efektifnya koordinasi, kerjasama antara sesama pemerintah, dengan swasta (private) dan masyarakat (society).

3. Menetapkan kebijkan melaui hasil analisis, Evaluasi untuk memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan.

4. Membuat mekanisme system baru system pelayanan pendidikan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat 

5. Memanfaatkan Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi, kerjasama dengan organisasi atau Negara asing  untuk melengkap sarana dan prasarana layanan pendidikan

6. Membuat system rekrutmen  khusus kompetitif netral untuk DISDIKPORA dengan Pelatihan khusus untuk mendapatkan aparatur yang handal dalam menata kelola organisasi melaui perwujudan visi dan misi 


Sumber: Paneliti (2016)

Berdasarkan elemen Kekuatan yaitu pertemuan antara (Comparative Advantage) dan (Strategy Mobilization), sebagaimana tergambarkan pada tabel:4.4. di atas, selanjutnya digambarkan elemen Kelemahan, yaitu pada tabel 4.5, yaitu (Dinvestment/ Investment), (Demage Control) pertemuan antara sel Kelemahan (W) dengan Peluang (O)  dengan Kelemahan (O) dan Ancaman (T), yaitu sebagai berikut;
Tabel: 4

Kelemahan, (Dinvestment/ Investment), (Demage Control)

	(W)

KELEMAHAN
	(W) + (O)

(Dinvestment/ Investment)
	(W) + ( (T)

(Demage Control)

	1. Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama maupun kolaborasi antara lembaga pemerintah (DISDIKPORA), sekolah, dunia industri dan dunia usaha untuk 

2. Belum optimalnya daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan publik untuk 

3. Aparatur belum sepenuhnya memahami karakteristik organisasi

4. Belum adanya standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 


	Mengatasi Kelemahan (W), dan pemenfaatan Peluang (O), dengan Strategi:

1. Optimalkan peran pimpinan, evaluasi dalam ketercapaian visi, misi, tujuan organisasi 

2. Efektifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dunia industry/usaha, masyarakat.

3. Pemeriantah Daerah peran dalam pengawasan dalam pelayanan pendidikan.

4. Penguatan peran politik  melibatkan Bupati/DPRD akademmisi.

5. Lengkapi sarana teknologi dengan pelatihan punguasaan system dalam organisasi, 

6. Manfaatkan kesenjangan budaya dengan membuat budaya baru melalui visi dan misi.

7. Membuat dan menetapkan standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi


	Mengatasi Kelemahan (W) dan mengatasi Ancaman (T), dengan strategi:

1. Penegakkan hukum, kebijakan, peran pimpinan  dan koordinasi dengan pemerintah provinsi 

2. Mengefektifkan koordinasi, kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi, dengan swasta (private) dan masyarakat (society).

3. Mengembangkan daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan publik di bidang pendidikan yang berorientasi penguatan pada visi dan misi.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk teknologi berikut pelatihan penguasaan sistem teknologi dan organisasi. 

5. Membina, mengarahkan aparatur dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, meningkatkan pendapatan 


Sumber: Paneliti (2016)

Berdasarkan analisis pembahasan hasil penelitian dengan memperhatikan kekuatan dan ancaman, serta peluang dan ancaman didalam upaya mewujudkan visi da misi organisasi dapat menggunakan strategi Comparative Advantage: yaitu Mengoptimalkan Kekuatan (S), dan mendapatkan Peluang (O), Mobilization: Menggunakan Kekuatan (S) yang dimiliki, dan mengatasi Ancaman (T), Dinvestment/ Investment: Mengatasi Kelemahan (W), dan pemenfaatan Peluang (O), dan Demage Control: Mengatasi Kelemahan (W) dan mengatasi Ancaman (T).

Langkah ke II: 

Pada langkah ke II ini dilakukan Pembobotan dengan membandingkan tingkat urgensi atau factor-faktor strategis atau Bobot Faktor (BF), kemudian dari hasil pembobotan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel: 5
Faktor Internal
	
	
	Faktor yang Lebih Urgen
	
	

	No
	Faktor Internal
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	Nilai Urgensi

(NU)
	Bobot Faktor

(BF)%

	
	Kekuatan (Strengths)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Kebijakan organisasi mampu mewujudkan   visi dan misi organisasi 
	
	b
	c
	a
	e
	f
	g
	h
	i
	1
	2.78

	b
	Penguatan visi dan misi melalui kebijakan organisasi dan peran pimpinan menguatkan tujuan organisasi
	b
	
	c
	a
	e
	f
	g
	h
	i
	2
	5.56

	c
	Peran pimpinan interaksi antara pimpinan.
	c
	c
	
	c
	e
	c
	c
	h
	C
	6
	16.67

	d
	Adanya kewenangan dalam merubah kebijakan organisasi, prosedur dan sistem yang diselaraskan dengan upaya membentuk budaya baru. 
	a
	b
	c
	
	e
	f
	g
	d
	i
	1
	2.78

	e
	Adanya sistem, aturan (Law inforcement) manajemen publik dalam menatakelola organisasi.  
	e
	e
	e
	e
	
	e
	e
	h
	e
	7
	19.44

	
	Kelemahan (Weakness)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f
	Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama maupun kolaborasi antara lembaga pemerintah (DISDIKPORA), sekolah, dunia industri dan dunia usaha
	f
	f
	c
	f
	e
	
	f
	h
	f
	5
	13.89

	g
	Belum optimalnya daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan publik untuk 
	g
	g
	c
	g
	e
	f
	
	h
	g
	4
	11.11

	h
	Aparatur belum sepenuhnya memahami karakteristik organisasi
	h
	h
	d
	h
	h
	h
	h
	
	h
	7
	19.44

	i
	Belum adanya standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
	i
	i
	c
	i
	e
	f
	g
	h
	
	3
	8.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	100%


Sumber: Paneliti (2016)

Keterangan: 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, : adalah factor internal yang digunakan untuk pembobotan yang dilakukan dengan cara membandingkan urgensi antar faktor.

Misalnya: a dan b urgen b, a dan c urgen c, a dan d urgen a, dan seterusnya, sehingga diperoleh jumlah: a=1, b=2, c=6, d=1, e=7, f=5, g=4, h=7, i=3, j= sehingga jumlah Nilai Urgensi adalah: 36.

Untuk menhitung Bobot Faktor (BF) a adalah:

 [image: image2.png]Nilai Urgensi.

il Total Urgensi

%100%
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     = 2.7%

Untuk mengetahui faktor strategi eksternal , yaitu peluan (O) dan ancaman (T) yang juga diberi bobot rating serta diselaraskan dengan kondisi yang ada di lapangan yang ditabulasikan sebagaimana tercantum pada table sebagai berikut:

Tabel: 6
Faktor Eksternal

	
	
	Faktor yang Lebih Urgen
	
	

	No
	Faktor Eksternal
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	Nilai Urgensi(NU)
	Bobot Faktor(BF)%

	
	Peluang (Opportunities)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Adanya peran pimpinan dalam melakukan transformasi.
	
	b
	c
	a
	e
	f
	g
	h
	i
	1
	2.78

	b
	peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan 
	b
	
	c
	a
	e
	f
	g
	h
	i
	2
	5.56

	c
	Nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi kontribusi 
	c
	c
	
	c
	e
	c
	c
	h
	C
	6
	16.67

	d
	Adanya peluang kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta (private) dan masyarakat (society). 
	a
	b
	c
	
	e
	f
	g
	d
	i
	1
	2.78

	
	Ancaman (Treath)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama dengan pemerintah dengan swasta (private) dan masyarak
	e
	e
	e
	e
	
	e
	e
	h
	e
	7
	19.44

	f
	Belum memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan
	f
	f
	c
	f
	e
	
	f
	h
	f
	5
	13.89

	g
	Menguatnya tuntuan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan pendidikan
	g
	g
	c
	g
	e
	f
	
	h
	g
	4
	11.11

	h
	Kurangnya sarana dan prasarana
	h
	h
	d
	h
	h
	h
	h
	
	h
	7
	19.44

	i
	Kurangnya aparatur yang handal
	i
	i
	c
	i
	e
	f
	g
	h
	
	3
	8.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	100%


Sumber: Paneliti (2016)

Pada tabel faktor eksternal di atas menunjukkan, bahwa Peluang (Opportunities) meliputi Adanya peran pimpinan dalam melakukan transformasi, peran Pemeriantah Daerah dalam pengawasan, Nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi kontribusi, dan Adanya peluang kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta (private) dan masyarakat (society). Sedangkan pada Ancaman (Treath), meliputi Belum efektifnya upaya koordinasi, kerjasama dengan pemerintah dengan swasta (private) dan masyarak, Belum memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, Menguatnya tuntuan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan pendidikan, Kurangnya sarana dan prasarana dan Kurangnya aparatur yang handal.

Berdasarkan analsisi faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas, selanjutnya di petakan kedalam posisi dalam gambar kuadran sebagai berikut:
	
Kuadran: III (WO) 

mendukung Strategi

(Turn Arraound)


	Kuadran: I (SO)

Mendukung Strategi

(Agrsif)




	

Kuadran: IV (WT)

Mendukung Strategi

(Defensif)
	Kuadran: II

Mendukung Strategi

(Difersifikasi)


Gambar:2
Posisi Strategi

Berdasarkan posisi strategi, maka transformasi budaya di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat berada pada Strategi Defensif, yaitu strategi yang berupaya meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada, diantaranya yaitu.

A) Meminimalkan kelemahan, yaitu:

1) Mengefektifkan upaya koordinasi, kerjasama maupun kolaborasi antara lembaga pemerintah (DISDIKPORA), sekolah, dunia industri dan dunia usaha.

2) Mengoptrimalkan kerjasama dengan daya dukung elit politik dalam menunjang tatakelola pelayanan public

3) Membina, melatih, mendidik mengarahkan aparatur untuk memahami karakteristik budaya organisasi.

4) Standar (parameter) yang jelas untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

B) Mengatasi Ancaman, yaitu dengan:

1) Mengefektifkan upaya koordinasi, kerjasama dengan pemerintah dengan swasta (private) dan masyarak.

2) Membuat dan menentukan serta memiliki standar keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

3) Merespon tuntuan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan pendidikan dengan aktif dan terukur dengan standar SOP.

4) Melengkapi Sarana dan prasarana organisasi

5) Rekrutmen yang selektif, membina, melatih dan mengarahkan aparatur

Untuk menjamin keberhasilan upaya perubahan budaya dalam organisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan yang kuat (strong leadership) baik dalam kemampuan memimpin mau pun dalam ketajaman visinya. Dalam hal mengubah budaya maka pimpinan harus mampu mengubah dirinya terlebih dahulu. Pimpinan organisasi harus mau menerima tanggung jawab dalam rangka perubahan budaya. Perubahan budaya tidak mungkin dilakukan dalam sekejap waktu tetapi terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu. Pemimpin jangan membuat suatu kesalahan dalam tahapan pelaksanaan program budaya kerja, karena bila hal tersebut terjadi maka dapat melemahkan semangat dan menurunkan kepercayaan bawahan terhadap pimpinan. Selain kepemimpinan maka tingkat komitmen anggota organisasi terhadap inti dari nilai-nilai yang ada (core values)-pun sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dilingkungan Dinas. Sumber budaya dan perubahan organisasi disamping pendiri organisasi dengan visi misi dan tujuan yang dibangun dengan pengalaman sepanjang aktivitas organisasi didalamnya terjadi interaksi antara pegawai dan interaksi dengan organisasi. bertalian langsung dengan budaya local yang ada pada Disdikorda Kabupaten Bandung Barat, hal ini bertalian kuat dengan budaya organisasi Entitas budaya lokal dalam kaitan ini adalah budaya sunda. 

Teori transformasi budaya juga dilengkapi dengan mengetahui sistem proses tranformasi budaya dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat digambarkan pada gambar sebagai berikut.
Gambar: 3
Transformasi Budaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi

















Sumber: Hasil Penelitian Peneliti (2016)

Berdasarkan gambar model transformasi budaya birokrasi dalam mewujudkan visi misi yang ideal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan gambaran mengenai terintegrasinya implementasi proses transformasi budaya birokrasi yang bertalian kuat dengan kepemimpinan, penetrasi politik dan budaya lokal. diuraikan di atas dapat dimaknai, bahwa konsep transformasi budaya birokrasi dalam organisasi di lingkungan organisasai Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat memiliki fungsi rangkap, yaitu membantu individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri atau upaya beradaptasi pada tempatnya dimana berada, maupun penyesuaian diri dengan lingkungannya sekitarnya (adaptisionis) mencakup eksternal dan internal organanisasi, dengan menyadari bahwa budaya organisasi merupakan sesuatu yang kompleks yang tidak bisa difahami hanya dari lingkungan internal dan eksternal organisasi maupun perilaku orang-orang saja tetapi juga bersumber pada keseluruhan atau totalitas perilaku organisasi.

 Berdasarkan konsep model transformasi birokrasi yang terintegras dengan kepemimpinan, penetrasi politik dan penetrasi budaya lokal akan mampu mengefektifkan terwujudnya “visi dan misi ideal” pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat. Atas dasar hal tersebut, terwujudnya visi dan misi yang idela sebagaimana diharapkan oleh organisasi dikarenakan didorong oleh adanya penguatan pada birokrasi organisasi melalui nilai-nilai budaya yang erat kaitannya dengan birokrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat.

Dimensi tranformasi budaya birokrasi yang meliputi 1) perubahan budaya (tranformasi). Perubahan dimaksud dapat dilakukan pada Disdikorda Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara gradual/bertahap, dengan kata lain peneliti sebut sebagai teori yang dilakukan secara bertahap (incremental theory) dengan tahapan-tahapan perubahan pada organisasi dinas, seperti perubahan pada simbol atau lambang, perubahan visi, misi, perubahan strategi dan adopsi nilai-nilai entitas budaya lokal (budaya Sunda) dan perilaku aparat yang berfokus pada Penilaian budaya (Cultural Assesment) dilakukan, yaitu menilai budaya organisasi yang sudah ada, dan mempertimbangkan budaya organisasi yang diinginkan atau yang diharapkan selaras visi dan misi tujuan organisasi. 

Upaya analisis terhadap Kesenjangan Budaya (Gap Analysis) seperti pada uapaya analsis pada pegawai, kebijakan yang dibuat, proses kerja yang dilakukan, teknologi yang digunakan, strategi dan struktur organisasi yang disusun dengan melihat hampatan yang dihadapi organisasi dalam pencapaian visi, misi, dan ujuan yang diinginkan organisasi. Hal ini akan memberikan masukkan atau kontribusi untuk mengembangkan program perubahan dan mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. 

Kondisi yang mempengaruhi perubahan budaya (Influencing Culture Changes) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat berkaitan erat dengan perubahan pola pikir aparatur yang meliputi sikap perilaku dalam bekerja, keterampilan yang baru yang diperoleh di tempat kerja. Sikap dan perikau aparatur dalam organisasi dengan segala karakteristik yang dimilki yang dibawa kedalam organisasi akan mempengaruhi pada kualitas, ketepatan pencapaian tujuan organisasi. 

Membuat dan melanjutkan budaya baru (Sustaining the New Culture) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan kreativitas, kemampuan, produktif, inovasi aparatur dalam menciptakan lingkungan kerja dalam organisasi yang diinginkan atau yang diharapkan atau dalam kata laian sebagai budaya organisasi yang diharapkan, karena konsekwensinya pimpinan dan staff sebagai aparatur  dalam organisasi berfokus pada tujuan organisasi dengan proses kerja yang diarahkan oleh pimpinan dan terwujud budaya yang baru dalam organisasi sebagai wujud hasil dari proses transformasi budaya dalam organisasi dinas.

Selain hal yang diuraikan di atas, terdapat faktor lain yang utama dan turut menentukan keberhasilan terwujudnya visi dan misi bertalian pula dengan 1) kepemimpinan. Kemepimpinan  yang kuat (strong leadership) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat ini akan menentukan keberhasilan dalam membawa arah organisasi serta mengkondisikan aparat dalam organisasi. Kepemimpinan dalam kaitan ini akan membawa proses perubahan dalam organisasi (transformasional process) serta akan mempengaruhi perilaku seluruh aparatur sebagai pengikut pada proses kerja maupun dalam pencapaian untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. 2) Penetrasi Politik, yakni yakni keberhasilan memahami sesuatu rencana proses dan tujuan sekaligus menjadi bagian didalam organisasi, birokrasi maupun bagian dari kekuasaan sehingga visi dan misi yang ideal dapat denga efektif diwujudkan. dan 3) Penetrasi Budaya lokal (Sunda), yakni masuknya nilai-nilai budaya daerah (Sunda) ke dalam organisasi sehingga terserap dan tercermin pada birokrasi, pada elit kekuasaan untuk memahami dan menjadi bagian integral organisasi kekuasaan sekaligus menjadi parameter norma, etika, moral dan memiliki karakteristik budaya organisasi yang khas.

Atas dasar hal tersebut maka dimensi “kepemimpinan yang kuat” (strong leadership), penetrasi politik (political penetration) dan Penetrasi budaya (Penetrattion Locl Cultuer) bertalian kuat untuk menentukan keberhasilan mewujudkan visi dan misi yang idela, Dimensi selain Penilaian budaya (Cultural Assesment), analisis terhadap Kesenjangan Budaya (Gap Analysis), Kondisi yang mempengaruhi perubahan budaya (Influencing Culture Changes), melanjutkan budaya baru (Sustaining the New Culture). 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diperoleh teori yang diajukan peneliti untuk menguatkan teori sekaligus memopdifikasi teori yang digunakan sebagai wujud teori baru yang peneliti sebut sebagai teori “incremental theory”, yakni, “Transformasi budaya birokrasi dalam mweujudkan visi dan misi organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh 7 (tujuh) dimensi, yakni; 1) Penilaian budaya (Cultural Assesment), 2) Upaya analisis terhadap Kesenjangan Budaya (Gap Analysis),  3) Kondisi yang mempengaruhi perubahan budaya (Influencing Culture Changes), 4) Membuat dan melanjutkan budaya baru (Sustaining the New Culture), 5) Kepemimpinan yang kuat (strong leadership), 6) Penetrasi politik (Political penetration) dan 7) Penetrasi Budaya (Culture penetration). 
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